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Anugrah Rajusi ( 2021 ): PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PADA 
USAHA ANGKUTAN UMUM PT. DOLOK 
SORDANG PUTRA TRAVEL PEKANBARU 
DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH. 
Latar belakang penelitan adalah bahwa Usaha angkutan umum PT. Dolok 
Sordang Putra yang terletak di Jl. S.Amin (Arengka II) pekanbaru ini adalah jenis 
usaha yang bergerak dibidang jasa transpotasi antar luar dan dalam kota, antar 
provinsi satu ke provinsi lain yang memiliki izin usaha dari pemerintah. 
Perusahaan ini menggunakan sistem bagi hasil antar pemilik mobil dan sopir, 
sebagaimana yang dibolehkan dalam Islam ialah sistem mudharabah dan 
musyarakah. 
Permasalahaan dalam penelitian ini adalah, bagaimana pelaksanaan sistem 
bagi hasil pada usaha angkutan umum PT. Dolok Sordang Putra Travel 
Pekanbaru, dan bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap pelaksanaan 
sistem bagi hasil pada usaha angkutan umum PT. Dolok Sordang Putra Travel 
Pekanbaru. 
Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan 1 orang, pemilik mobil 5 
orang dan supir 16 orang. Semua supir dijadikan sampel yaitu sebanyak 16 orang 
dengan teknik Total Sampel. Dan untuk memperkuat data penulis juga 
mewawancarai 5 orang pemilik sebagai informan.  Teknik pengumpulan data 
Observasi, wawancara, angket, dokumentasi dan studi kepustakaan. dan dianalisa 
mengunakan analisis Deskriptif Kualitatif. 
Hasil penelitian Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Angkutan 
Umum  PT. Dolok Sordang Putra Travel Pekanbaru terdiri dari dua perhitunga 
yaitu : pembagaian hasil perusahaan dan pemilik mobil 60:40, dan perusahaan dan 
supir yaitu 20:80, dan jika pemilik merangkap sebagai supir akan ada tambahann 
diluar itu. Namun, dari hasil penelitian didapat bahwa masih ada beberapa 
pembagian keuntungan yang belum dijalankan semestinya sesuai akad yang ada, 
seperti masih ada keterlambatan dalam pembayaran, adanya beberapa potongan, 
dan masih kurang transparan dalam perhitungan. Pandangan ekonomi syariah 
tentang pelaksanaan sistem bagi hasil usaha angkutan umum PT. Dolok Sordang 
Putra, didapat beberapa temuan bahwa masih belum sepenuhnya sesuai ekonomi 
syariah seperti: keterlambatan pembayaran, namun dari segi system bagi hasil 
diawal sudah sesuai dengan ekonomi syariah, dapat memenuhi kebutuhan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Ekonomi islam merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari 
metode untuk memahami dan memecahkan masalah ekonomi yang didasarkan 
kepada ajaran agama islam. 
28
Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak 
bisa berdiri sendiri dan sanggat membutuhkan bantuan dan pertolongan orang 
lain diberbagai aspek kehidupan supaya mereka saling tolong menolong, tukar 
menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing 
baik dengan jual beli, sewa mwnyewa, bercocok tanam, atau berusaha dengan 




Seiring perkembangan dunia usaha yang semakin maju terutama di 
bidang transportasi dewasa ini semakin pesat, maka perusahaan mengalami 
persaingan antara angkutan jasa dalam mendapatkan penumpang.
30
 
Perusahaan akan sehat jika dikembangkan dengan nilai-nilai sehat yang 
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Hak manusia adalah suatu yang dimasksudkan untuk melindungi 
kemaslahatan seseorang, baik hak itu bersifat umum seperti menjaga 
kesehatan, anak-anak dan harta, serta mewujudkan keamanan mau pun bersifat 
khusus, seperti melindungi hak pemilik atas hak miliknya, dan hak penjual 
dalam menerima harga pembayaran dan pembeli dalam menerima barang.
32
 
Agama Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif 
dan universal yang mengatur semua aspek, baik social, ekonomi, dan politik 
maupun kehidupan yang bersifat spritual
33
.Dalam ajaran Islam, kita tidak 
boleh tidak menyenangi dunia, dengan melarikan diri kealam akhirat dan 
hanya berdo`a di masjid. Kita di perintahkan untuk berusaha menggunakan 
semua kapasitas atau potensi yang ada pada diri masing-masing, sesuai dengan 
kemampuan
34
. Seorang mukmin yang berkerja untuk memenuhi kebutuhan 
hidup dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah di samping memberikan 
perolehan material juga akan mendatangkan pahala. 
Untuk mendirikan suatu usaha diperlukan keahlian dan modal sebagai 
syarat utama memperoleh keberhasilan dalam suatu usaha.Tidak sedikit orang 
mempunyai keahlian yang memadai dan keinginan yang kuat untuk berusaha 
tetapi mereka tidak mempunyai keuangan yang mendukung. Pada kasus ini 
para pengusaha memanfaatkan modal dari pihak lain yang memiliki kelebihan 
dana. Dalam membuat suatu usaha kita memerlukan suatu kerja sama dengan 
pihak lain, baik usaha kecil ataupun besar. Usaha transportasi misalnya, usaha 
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kerja sama antara penyedia mobil dengan pihak yang akan meditribusikan  
atau yang menjadikan mobil itu suatu usaha. 
Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan 
kepada penyewa dan memberinya keleluarsaan untuk memanfaatkan apabila 
ia menghalangi penyewa untuk menfaatkan benda yang disewakan selama 
masa sewa atau dalam sebagai masa maka pemilik tidak berhak mendapatkan 




Transportasi merupakan sarana penghubung atau menghubungkan 
antara daerah produksi dan pasar, atau dapat dikatakan mendekatkan daerah 
dan pasar, atau sering kali dikatakan mejembatani produsen dengan 
konsumen. Peranan transportasi adalah sanat penting yaitu sebagai sarana 
penghubung, mendekatkan dan menjembatani antara pihak-pihak yang saling 
membutuhkan.Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak 
dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha 
pengembangan ekonomi Negara Indonesia. Transportasi sendiri secara umum 
dapat diartikan sebagai perpindahan barang dan manusia dari tempat asal ke 
tempat lain. 
Transportasi dapat diartikan usaha memindahkan, menggerakkan, 
mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari tempat satu ketempat lain, di 
mana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna 
untuk tujuan-tujuan tertentu. Karena dalam pengertian tersebut dapat kata-kata 
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usaha, berarti transportasi juga merupakan sebuah proses, yakni proses pindah, 
proses gerak, proses pengangkut, dan mengalihkan di mana proses ini tidak 
bisa dilepaskan dari keperluan akan alat pendukung untuk menjamin lancarnya 
proses perpindahan sesuai dengan waktu yang diingikan
36
. 
Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, 
harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang teroganisasi untuk 
mencapai tujuan berama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana 
mestinya dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan maka 
diperlakukanlah suatu norma yang mengaturnya
37
. Di dalam dunia bisnis 
tertentu, misalnya bisnis travel pengangkutan barang dan orang merupakan 
bisnis di bidang jasa yang besar pengaruhnya bagi pengguna jasa ini. Terdapat 
kecendrungan untuk menggunakan apa yang dinamakan perjanjian baku, 
beberapa kontrak yang sebelumnya oleh pihak tertentu (perusahaan) telah 
menentukan secara pihak sebagai isinya dengan maksud untuk digunakan 
secara berulang-ulang dengan berbagai pihak/konsumen perusahaan tersebut. 
Dalam perjanjian baku tersebut sebagian besar isinya sudah ditetapkan 
oleh pihak perusahaan yang tidak membuka kemungkinan untuk 
dinegosiasikan lagi. Dan sebagian lagi sengaja diokosongkan untuk 
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Pembagian keuntungan karena rekan anda aktif terlibat operasional 
harian dengan mendapat gaji bulanan dan pembagian keuntungan karena rekan 




Pengertian perjanjian baku dalam undang-undang No. 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), adalah setiap aturan atau ketentuan 
dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu 
secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau 
perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen
40
. 
Menurut hukum Islam, untuk sahnya suatu perjanjian di samping 
didasarkan atas kesepakatan dari dua belah pihak, objek perjanjian itu harus 
memenuhi syarat-syarat tersebut, ada empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:
41
 
1. Sesuatu yang ada dan bukan tidak ada 
2. Sesuatu yang diperbolehkan syarak 
3. yang mungkin dan tidak mungkin 
4. Sesuatu yang tertentu dan ditentukan 
Islam sendiri dalam ajaran – ajarannya banyak sekali mengandung 
ajaran tetntang ekonomi dalam ayat al-Qur`an terdapat dalam surat al-Hijir 
(15) : 20-21 : 
                               
              
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Artinya:“Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan 
hidup, dan (kami ciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-
kali bukan pemberi rezki kepadanya. Dan tidak ada sesuatupun 




Sewa menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan di mana 
penyewaan harus membayarkan atau memberikan imbalan atau manfaat dari 
benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang disewakan.Hukum 
dari sewa menyewa adalah mubah yang disewakan, penyewa, pemberi sewa, 
imbalan dan kesepakatan antara pemilik barang dan yang menyewa 
barang.Untuk sewa yang sah, ada unsur-unsur penting yang terdiri dari 
penyewa dan menyewakan, barang yang disewakan, harga sewa, pesetujuan 
sewa.Pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus secara legal memenuhi 
syarat berpartisipasi dalam kontrak dan harus ada harga sewa yang pasti
43
. 
Bagian orang berakad Ijarah juga disyaratkan mengetahui manfaat barang 
yang diakadkan dengan sempuna, sehingga dapat mencegah terjadinya 
perselisihan.
44
 Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Hadist. Dalam Al-
Quran terdapat dalam Surat An-Nisa: 29 
                          
                      
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan   
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
45
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Sedangkan yang berasal dari Hadis sebagai berikut: 
  :قانت ًسهم عهيو هللا صهَ اننبي زًج عنيا هللا رضي عائست أن انسبير به عرًة عه
 ًىٌ خريتا ىاديا انذيم بني مه رجال بكر ًأبٌ ًسهم عهىو هللا صهَ هللا رسٌل ًاستأجر
 صبح براحهتييما نيم حالث حٌربعذ غار ًًعذاه راحهتييما إنيو فذفعا قريش كفار ديه عهَ
 ]رًاه ا نبخارٍ.[حهج
 
Artinya: Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra.istri nabi 
SAW berkata : Rasulallah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang 
laki-laki dari suku bani Ad Dayl, penunjuk jalan yang mahir, dan ia 
masih memeluk agama orang kafir quraisy. Nabi dan Abu Bakar 
kemudian menyerahkan kepadanya kendaraan mereka, dan mereka 
berdua menjanjikan kepadanya untuk bertemu di Gua Syur dengan 





Adapun rukun sewa-menyewa ada 4 macam yaitu : 
1. Yang menyewakan 
2. Yang menyewa  
3. Barang atau sesuatu yang disewakan  
4. Harga atau nilai sewa47 
Di dalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan 
menggunakan sistem bagi hasil baik dalam perbankan ataupun usaha 
produktif. Sistem bagi hasil ini merupakan bagian dari bentuk kerja sama 
antara pihak penyedia dana mnyertakan modal dan pihak lain sebagai 
pengelola yang memiliki keahlian (skill) dan manajemen sehingga tercapai 
tujuan perekonomian, dan pap bila terda[at keuntungan maka hal ini akan 
dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sesungguhnya agama Islam telah 
mengajarkan bagaimana kerja sama (berserikat) secara benar tidak 
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memberatkan salah satu pihak serta saling menguntungkan serta terhindar dari 
riba. Berserikat dapat dilakukan dengan lembaga atau perorangan.Syarikat 




Dengan adanya kerja sama yang saling mengisi ini maka perkongsian 
ini akan maju secara meyakinkan, karena ketidak mampuan seseorang dalam 
dari salah satu aspek usahanya
49
. 
Sebagaimana yang terjadi di Kotamadya Pekanbaru semakin banyak 
perusahaan yang bergerak dalam usaha travel mobil seperti PT. Dolok 
Sordang Putra yang menyediakan jenis kendaraan untuk angkutan umum 
exekutive, seperti Kijang Innova dan Avanza. PT. Dolok Sordang Putra ini 
berdiri sejak tahun 1980an. Perusahaan ini belokasi di daerah pusat kota 
tepatnya di Jl. A.M. Yamin (Arengka II) Pekanbaru. Perusahaan ini memiliki 
mobil yang berjumlah 17 unit, yaitu mobil gabungan Pekanbaru, Sibuhuan, 
Dumai, Bukit Tinggi, P. Sidimpuan, dan memiliki pelayanan yang baik. 
Perusahaan ini memiliki tenaga kerja yang didominasi oleh tenaga kerja laki-
laki. 
Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan jasa transpormasi 
yang ada di pekanbaru untuk tujuan daerah Sibuhuan, Dumai, Bukit Tinggi, 
dan P. Sidimpuan. Perusahaan ini menggunakan sistem bagi hasil yakni antara 
pemilik mobil dan sopir, sedangkan dengan agen menggunakan sistem komisi 
berdasarkan penumpang pada mobil tersebut. Sistem bagi hasil dalam 
                                                          
48
http://punyahari.blogspot.com/2009/12/konsep-bagi-hasil-dalam-ekonomi-syariah.html, 
jam 13.00 WIB, tgl 23 Januari 2018 
49




perdagangan atau perniagaan yang dibolehkan dalam Islam ialah sistem 
Musyarakah dan Mudharabah. Musyarakah merupakan akad kerja sama atau 
percampuran dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang 
halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan 
sesuai nisbah yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerja 
sama
50
. Dan mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak, 
di mana pihak pertama (Shahibul Maal) menyediakan seluruh (100%) modal, 
sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha dibagi menurut 
kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan kerugian ditanggung oleh 
pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola
51
. 
Usaha angkutan umum PT. Dolok Sordang Putra adalah merupakan 
usaha produktif dengan menggunakan sistem bagi hasil. Usaha angkutan 
umum PT. Dolok Sordang Putra ialah usaha yang bergerak pada sewa 
menyewa mobil
52
. Sistem kerja sama yang dilakukan antara PT. Dolok 
Sordang Putra dengan pemilik mobil, dimana pemilik mobil menyerahkan 
mobilnya ke PT. Dolok Sordang Putra untuk dioperasikan semaksimal 
mungkin dalam perekrutan penumpang untuk tujuan Pekanbaru, Sibuhuan, 
Dumai, Bukit Tinggi, dan P. Sidimpuan. Usaha ini merupakan kerja sama 
antara pemilik mobil ialah sebagai pihak yang menyediakan modal berupa 
barang dan sopir PT. Dolok Sordang Putra ialah sebagai pengelola modal yang 
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mengoperasikan barang tersebut. Ada beberapa pemilik mobil yang hanya 
menyerahkan mobilnya ke PT. Dolok Sordang Putra selebihnya pihak agen 
yang mengoperasikan mobil tersebut, namun ada juga pemilik mobil yang ikut 
berbaur yakni pemilik mobil itu sendiri yang mengoperasionalkan mobilnya
53
. 
Akad kerja sama yang dilakukan antara pemilik mobil dan sopir PT. 
Dolok Sordang Putra ada yang sesuai dengan akad dan ada yang tidak sesuai 
tidak berdasarkan sistem ekonomi Islam. Kerja sama ini di lakukan 
berdasarkan lisan bukan tulisan sehingga tidak bisa dibawa kejalur hukum. 
Selain itu banyaknya masyarakat atau sopir yang tidak mengerti sebagaimana 
mestinya akad kerja sama bagi hasil dalam Islam agar tidak dirugikan oleh 
pihak lain. Selain itu informasi yang diberikan PT. Dolok Sordang Putra masih 
minim. 
Berdasarkan fenomena dilapangan bahwa sistem pembagian 
keuntungan dari perusahaan kepada supir tidak sesuai dengan ketentuan 
dimana supir diberikan potongan-potongan dan tambahan pembayaran yang 
secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan supir sehingga adanya komplen dari 
pihak yang dirugikan, hal ini terjadinya permasalahan terhadap pembagian 
hasil yang tidak sesuai dengan ekonomi syariah. 
Kerja sama ini diharapkan semua pihak yang terkait dapat sama-sama 
memperoleh keuntungan, sehingga para anggota bisa terbantu untuk 
memenuhi kehidupan ekonominya. Dalam perkembangan perekonomian saat 
ini sistem bagi hasil tidak hanya digunakan dalam perbankan saja, tatapi juga 






dipakai pada usaha perekonomian lainnya guna meningkatkan perekonomian. 
Meskipun usaha ini tidak terlalu besar, dan sebagai pihak baik penyedia modal 
maupun pengelola modal ada yang kurang mengetahui sistem bagi hasil ini 
tetapi masyarakat masih mau mengikuti usaha ini. Dari latar belakang diatas 
penulis tertarik ingin mengetahui lebih lanjut lagi dan bagaimana Islam 
melihat permasalahan tersebut dengan menuangkannya dalam sebuah 
penelitian lebih lanjut dengan judul  “PELAKSANAAN SISTEM BAGI 
HASIL PADA USAHA ANGKUTAN UMUM PT. DOLOK SORDANG 
PUTRA TRAVEL PEKANBARU DITINJAU MENURUT EKONOMI 
SYARIAH”. 
 
B. Batasan Masalah 
Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada pelaksanaan 
sistem bagi hasil pada usaha Angkutan Umum PT. Dolok Sordang Putra 
Travel Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah. 
 
C. Rumusan Masalah 
Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut  : 
1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha angkutan umum PT. 
Dolok Sordang Putra Travel Pekanbaru? 
2. Bagaimana pandangan ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan sistem bagi 





D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil terhadap 
usaha Angkutan Umum PT. Dolok Sordang Putra Travel Pekanbaru. 
b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Ekonomi Syariah terhadap 
pelaksanaan sistem Bagi Hasil Pada usaha Angkutan Umum PT. Dolok 
Sordang Putra Travel Pekanbaru. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Bagi penulis penelitian ini pada prinsipnya bermanfaat dalam hal 
mengimplementasikan teori-teori yang penulis dapatkan selama kuliah. 
b. Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan study guna 
mendapatkan gelar sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Syariah dan 
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
c. Bagi perusahaan diharapkan berguna sebagai bahan masukan dalam 
menciptakan pelayanan yang lebih efesien mungkin 
d. Bagi pihak lain diharapkan berguna sebagai sumbangan pikiran dan 
perbandingan dalam melakukan penelitian yang sama pada tempat 
yang berbeda untuk masa yang akan datang 
 
E. Metode Penelitian 
1. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Fidal Research). Dalam 
melakukan penelitian ini penulis mengambil lokasi di PT. Dolok Sordang 




Dolok Sordang Putra banyak memiliki konsumen dan bagi penulis lokasi 
ini dekat dan mudah dijangkau untuk melakukan penelitian. 
2. Subyek dan Obyek Penelitian  
a. Subyek penelitian ini adalah pimpinan, pemilik mobil dan sopir PT. 
Dolok Sordang Putra. 
b. Obyek penelitian ini adalah pelaksanaan sistem bagi hasil terhadap 
usaha angkutan umum di PT. Dolok Sordang Putra. 
3. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan, sopir dan pemilik 
mobil PT. Dolok Sordang Putra.Jumlah populasi yang penulis ambil 
berdasarkan jumlah populasi yang ada di PT. Dolok Sordang Putra 
berjumlah 22 orang. Karena populasi berjumlah 22 orang, maka 
seluruhnya penulis ambil sebagai sampel yaitu 1 orang pimpinan, 5 orang 
pemilik mobil dan 16 orang sopir di PT. Dolok Sordang Putra. Penulisan 
menggunakan teknik total sampling (sampel keseluruhan). 
4. Sumber Data  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga jenis sumber data 
yaitu:  
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian 
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literature, dokumen-




c. Data tersier, yaitu data yang diperoleh dari kamus-kamus dan 
ensiklopedi atau bahan yang mendukung bahan sekunder seperti 
internet, jurnal dan lain sebagainya. 
5. Metode  Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang 
pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan prosedur 
pengumpulan data sebagai berikut:     
a. Observsasi adalah penulisan melakukan pengamatan kejadian yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
b. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan 
pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. 
c. Interview atau wawancara, merupakan cara yang digunakan dengan 
tujuan mendapatkan keterangan secara lisan dari pihak yang 
bersangkutan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan 
penelitian. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 
angket. 
d. Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan 
dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari 
pencatatan sumber-sumber informasi tersebut dapat berupa karangan 
atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan lain sebagainya. 
e. Studi pustaka yaitu diperoleh dari buku, jurnal yang berhubungan 





6. Metode Analisis Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu 
mengumpulkan data-data tersebut dikelompokkan dalam kategori-kategori 
berdasarkan persamaan jenis data tersebut dengan tujuan dapat 
menggambarkan permasalahan yang akan diteliti kemudian dianalisa 
dengan menggunakan metode deskriptif. 
7. Metode  Penulisan Data 
a. Deduktif, yaitu penulisan mengemukakan kaidah atau pendaat yang 
umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus. 
b. Induktif, yaitu pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah 
yang diteliti, kemudian data tersebut dianalisis dan diambil kesimpulan 
secara umum. 
F. Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, 
maka penelitian ini dibagi kepada beberapa bab sebagai berikut: 
BAB I   :  Pendahuluan 
   Terdiri dari Latar Blakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan 
Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian. 
 BAB II  :  Mengenal PT. Dolok Sordang Putra Travel 
   Dalam bab ini  membahas tentang sejarah singkat berdirinya PT. 
Dolok Sordang Putra Travel, Visi dan Misi, struktur organisasi 





BAB III :  Landasan Teoritis 
  Dalam bab ini akan dijelaskan berkaitan tentang teori yang 
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, Pengertian bagi 
hasil, Dasar-Dasar Hukum dan Prinsip Bagi Hasil, Macam-
Macam Bagi Hasil, dan Pendapat Ulama Tentang Bagi Hasil. 
BABIV :  Hasil Penelitan dan Pembahasan 
Pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha angkutan umum PT. 
Dolok Sordang Putra Travel Pekanbaru, Tinjauan Ekonomi 
Syariah tentang pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha 
angkutan umum PT. Dolok Sordang Putra Travel Pekanbaru 
BAB V :  Penutup 
  Pada bab ini merupakan bab terakhir, penulis mengambil 
kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta 







 MENGENAL PT. DOLOK SORDANG PUTRA TRAVEL 
  
A. Sejarah Berdirinya PT. Dolok Sordang putra 
Seiring dengan berkebangnya zaman maka berkembang pula 
kebutuhan manusia pada saat ini kebutuhan manusia semakin meningkat, yaitu 
tidak berupa kebutuhan primer saja tetapi juga kebutuhan lainnya. Salah 
satunya kebutuhan sektor jasa khusus nya sarana transportasi, seperti 
anggkutan jasa yang berguna untuk melayani kebutuhan masyarakat.  
Pekanbaru merupakan pintu gerbang bagi kemajuan dan 
perkembangan daerah provinsi Riau, sehingga dengan predikat itu kota 
Pekanbaru terus meningkat eksistensinya sebagai pusat dari berbagai kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pusat pendidikan maupun 
industri perdagangan. Tidak mengherankan dikota Pekanbaru terdapat 
berbagai perusahaan yang bergerak disektor swasta dengan memanfaatkan 
peluang bisnis yang ada. 
Salah satu perusahaan yang diambil bagi peluang bisnis yaitu angkutan 
umum PT. Putra Dolok Sordang Travel merupakan sebuah perusahaan besar 
yang bergerak dalam bidang transportasi angkutan jasa yang berdiri pada 
tahun 1980 dengan nama pada awalnya CV. Metra sampai dengan tahun 2005 
travel ini menjadi CV. Putra Dolok Sordang Travel dan pada bulan Juli 2017 
menjadi prusahaan yang mempunyai badan hukum dengan nama PT. Putra 
Dolok Sordang Travel Pekanbaru.
54
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Kehadiran angkutan umum PT. Dolok Sordang Putra Travel sangat 
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Pekanbaru. Dengan perkataan lain, 
angkutan  umum  PT. Dolok Sordang Putra Travel  turut  mendukung  upaya 
pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam aspek jasa transprtasi dan 
perusahaan ini mendapatkan tanggapan positif dari konsumen- konsumennya. 
Adapun maksud dan tujuan diidrikannya perusahaan ini adalah: 
1. Menjalankan usaha dibidang jasa transportasi. 
2. Menjalankan segala aktivitas yangsesuai dengan maksud dan tujuan 
perusahaan dan melakukan kegiatan-kegiatan dalam arti kata seluas- 
luasnya,   orang-orang   atau   badan   hukum   lain,   dengan   tidak 
mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
B. Visi dan Misi PT. Dolok Sordang Putra 
Suatu perusahaan apabila ingin menjadi sukses mereka harus 
menentukan visi dan misi dalam menjalankan suatu usahanya tersebut agar 
menjadi terarah dengan baik. Visi dan misi tersebut merupakan hal yang 
membuat suatu perusahaan menjadi lebih fokus dalam melakukan suatu hal 
tertentu. Visi yang jelas membuat perusahaan dapat melihat kedepan. Misi 
yang jelas membuat perusahaan kongkret dalam mengejar misi yang mereka 
miliki. 
Perusahaan akan menenmui berbagai situasi yang tidak sesuai dengan 
rencana mereka. Tetapi visi harus fleksibel untuk dapat mengikuti keadaan 
yang tidak menentu. Dan penetapan misi sangat penting sebab dengan semua 
itu perusahaan dapat menentukan apa-apa yang harus dikerjakan supaya target 
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yang diinginkan dapat tercapai. Dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari 
untuk menjalankan usahanya dibidang transportasi angkutan umum PT. Dolok 
Sordang Putra Travel Pekanbaru mempunyai visi dan misi yang nantinya akan 
sebagai acuan dalam mengembangkan usaha tersebut. 
1. Visi angkutan umum PT. Dolok Sordang Putra Travel 
“Menjadi perusahaan terdepan di Riau dalam bidang jasa dan 
transportasi dengan kualitas pelayanan terbaik yang dapat memberikan 
kontribusi nyata bagi masyarakat dan linggkungan sekitarnya serta 
kepuasan pelanggan prioritas utama kami
28
”. 
2. Misi angkutan umum PT. Dolok Sordang Putra Travel 
a. Menjadi prusahaan penyedia layanan jasa dan transportasi dengan 
kualitas layanan prioritas utama. 
b. Menjadi prusahaan yang selalu up-to-date dalam memberikan 
kenyamanan dan keamanan penumpang yang akan melakukan 
perjalanan. 
c. Menjadi perusahaan layanan jasa on stop service for travel yang 
tangguh dan unggul dengan jaringan mitra kerja yang luas. 
Dengan memiliki Visi dan Misi yang jelas, angkutan umum PT. Dolok 
Sordang Putra Travel Pekanbaru diharapkan dapat mewujudkan dan dapat 
membantu perkembangan perekonomian masyarakat. 
  





C. Struktur Organisasi PT. Dolok Sordang Putra 
Struktur organiasi mepunyai peranan dan fungsi yang sangat penting 
baik dalam perusahaan atau lembaga institut lainnya, karena tanpa adanya 
struktur organisasi secara sistematis, maka akan sulit untuk menjalankan 
aktivitas dengan baik dan teratur untuk mencapai tujuannya. 
Sedangkan manfaat lainnya dari suatu struktur organisasi adalah 
sebagai alat untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab setiap orang yang 
memiliki jabatan. Organisasi di bentuk untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. 
Agar tujuan yang telah diterapkan tercapai, diperlukan suatu organisasi yang 
mencerminkan tugas dan wewenang didalam suatu organisasi. Dengan 
pembagian tugas dan wewenang yang jelas, organisasi akan dapat 
mengalokasikan  berbagai  sumber  daya  yang  dimiliki  untuk  mencapai 
tujuan organisasi. 
Untuk mencapai tujuan organisasi maka suatu perusahaan harus 
mengetahui struktur organisasi yang baik dapat memberikan Staffing yang 
baik. Memberikan directing yang baik pula sehingga disini akan memudahkan  
untuk  melakukan  controlling.  Controling  ini  diperlukan untuk melihat 
budgeting (anggaran) ini merupakan suatu laporan  yang kemudian 
dilaporkan kepada pimpinan. Struktur organisasi yang baik juga haruslah 
memenuhi syarat efektif dan efisien. Suatu organisasi yang efekif adalah jika 
memungkinkan setiap individu mencapai sasaran organisasi.  
Dalam menetapkan struktur organisasi pada masing-masing 
perusahaan berbeda satu dengan yang lainnya karena disesuaikan dengan 
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kondisi atau type dari garis wewenang yang ditetapkan dari suatu perusahaan. 
Untuk memberikan suatu wewenang secara efektif dalam perusahaan maka 
semua harus ada pembagian tugas atau pekerjaan pada masing-masing 
individu yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. 
Penggunaan bentuk struktur organisasi bertujuan untuk memudahkan kesatuan 
komando dalam pemberian tugas kepada bawahan. Wewenang dari pimpinan 
dilimpahkan langsung kepada satuan-satuan bawahannya dalam segala bidang 
pekerjaan dan langsung mengawasi satuan-satuan organisasi tersebut. 
Dengan mengetahui tugas, wewenang dan tanggung jawab masing- 
masing,  maka  proses  pelaksanaan  tugas  dan  pekerjaan  akan  berjalan 
dengan lancar sehingga akan mempermudah dalam mencapai suatu tujuan 
perusahaan. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi PT. Dolok 







Sumber: PT. Dolok Sordang Putra Travel 
1. Perwakilan  
Perwakilan ialah pimpinan pada kantor cabang dibawah direksi 
tetapi lebih menentukan dalam pelaksanaan harian karena ia terhubung 
Perwakilan 




langsung dengan bawahannya. Perwakilan melakukan pengendalian 
kegiataan operasional atas semua kegiatan perusahaan secara menyeluruh 
serta mempertanggung jawabkan kepada direksi. 
2. Opersional 
Operasional merupakan konsep yang bersifat abstrak untuk 
memudahkan pengukuran suatu variabel. Atau operasional dapat diartikan 





Administrasi secara sempit dapat diartikan sebagai bentuk aktivitas 
yang meliputi catat-mencatat, surat menyurat, pembukuan sederhana, 
ketik-mengetik, dan kegiatan lain yang sifatnya teknis ketatausahaan
30
. 
4. Karyawan  
Karyawan mempunyai tugas yang sudah ditentukan oleh atasannya 
atau yang mengatur. Karyawan tinggal melaksanakan hal yang 
diinstruksikan atau kadang juga mengekspresikan kreatifitasnya sepanjang 
hal itu baik dan tidak menentang instruksi atasannya. Kecepatan, 
ketepatan, ketelitian dan kerapihan merupakan hal yang harus diperhatikan 
bagi seorang karyawan, karena hal itu menentukan penilaian atasan atas 
diri seorang karyawan. Masalah yangs ering menjadi perhatian adalah 
ketepatan waktu, banyak perusahaan yang snagat ketat menerapkan 
disiplin waktu. 









D. Aktivitas Angkutan Umum PT. Dolok Sordang Putra 
Angkutan umum PT. Dolok Sordang Putra Travel Pekanbaru sebagai 
salah satu perusahaan  yang bergerak dibidang jasa angkutan darat  yang 
memiliki kelas executive didalam memasarkan produk, yang mempunyai 
kegiatan yang bermula dari pemasangan iklan dan promosi serta  penerimaan  
keberangkatan  sampai  melakukan  transportasi penumpang kedaerah tujuan 
tiketnya. Kegitan ini merupakan rutinitas didalam  melayani  konsumen  
pengguna  jasa  angkutan  umum  PT. Dolok Sordang Putra Travel 
Pekanbaru yang bertujuan memberikan suatu keputusan yang berasal dari 
kualitas dan pelayanan produk yang baik. 
Produk merupakan sesuatu yang ditawarkan pada pasar untuk 
mendapatkan perhatian dari konsemen untuk dimiliki dan digunakan serta bisa 
memuakan keinginan atau kebutuhan konsumen. Produk itu harus sesuai   
dengan   apa   yang   diharapkan   konsumen   untuk   menghindari penipuan, 
produk yang baik itu adalah produk yang berkualitas tinggi. 
Untuk mencapai tujuan inilah maka angkutan umum PT. Dolok 
Sordang Putra Travel Pekanbaru dalam memasarkan produknya memmpunyai 
strategi pemasaran tertentu. Pada saat ini untuk memenuhi permintaan 
konsumennya PT. Dolok Sordang Putra Travel Pekanbaru menetapkan 
kebijaksanaan produk dimana kualitas produk  yang baik dan dapat 
menciptakan kepuasan konsumen merupakan yang paling efektif untuk 
mencapai laba.  
24 
 
Usaha angkutan umum PT. Dolok Sordang Putra Travel Pekanbaru 
mengalami kemajuan dan mempunyai keteraturan-keteraturan yaitu: 
1. Barang-barang yang dibawa maksimal 10kg, tidak dikenakan biaya 
bagasi. 
2. Barang yang hilang dan rusak/tertukar resiko penumpang. 
3. Pengunduran keberangkatan, dipotong 50% ari harga tiket. 
4. Penumpang hadir 1 jam sebelum mobil berangkat. 
5. Jika mobil rusak pemberangkatan dibatalkan, uang tiket dikembalikan. 
6. Dilarang membawa barang-barang yang dilarang pemerintah. 
7. Penumpang diantar batas antaran +_ 5 km dari pusat kota. 
8. Jika keberangkatan dibatalkan harus dilaporkan 3 jam sebelum 
keberangkatan. 
9. Barang-barang yang berharga, seperti perhiasan emas, uang tunai dan 
surat-surat berharga, harap dijaga sendiri, jika hilang tidak menjadi 
tanggungan perusahaan. 
10. Penumpang yang sedikit, mobil tetap akan berangkat. 
 Dalam memasarkan dan meningkatkan kualitas dan upayanya, 
perusahaan memberikan trip keberangkatan antara lain: 
1. Trip I jam 09.00 pagi 
2. Trip II jam 14.00 siang 
3. Trip III jam 17.00 sore 








4. Bukit Tinggi 
5. Padan Sidimpuan 
Perusahaan ini memiliki kekuatan (stenghts), kelemahan (weakneses), 
kesempatan (opportunities), tantangan (threats). Kekuatan dapat menjadi 
sumber potensial yang dapat dimanfaatkan menjadi sebuah hal yang baik, 
karena dapat memotivasi perusahaan untuk senantiasa megurangi kelemahan  
tersebut  agar  menjadi  lebih  baik  lagi.  Begitu  pula,  segala macam peluang 
dan tantangan yang ada diluar perusahaan dicoba untuk diketahui sejak dini 
kemudian dijadikan sebagai masukan bagi perusahaan demi kemajuan 
perusahaan tersebut. Dalam hal lembaga keuangan Mikro Syariah, analisis 
SWOT juga relevan sebagai alat untuk membaca sebuah kekuatan, 
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BAGI HASIL DALAM SISTEM EKONOMI SYARIAH 
 
A. Pengertian Bagi Hasil 
Menurut bahasa bagi hasil (mudharabah) bentuk dari mufa‟ala yang 
berasal dari kata adh-dharb fi al ardh artinya berjalan di bumi untuk 
menghasilkan uang. Dan disebut juga dengan qiradh dengan huruf qaf 
berharakat kasrah dan huruf ra‟ berharakat fathah tanpa tasydid yang berasal 
dari kata qardh yang artinya memutuskan atau memotong
32
. 
Menurut istilah kedua kata tersebut adalah sama. Qiradh adalah 
pemberian dana oleh seseorang kepada orang lain untuk diolah dengan 
cara berniaga, dimana keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduannya 
dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh mereka Sedangkan 
mudharabah adalah akad kerja sama antara uda orang dimana yang satu 
memberikan sejumlah uang sedangkan yang lain memberikan jasa tenaga 
untuk mengolah uang tersebut. keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini 
dibagi dua berdasarkan syarat yang telah mereka tentukan
33
. 
Dalam buku Biyatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid kaum 
muslimin tidak ada perselisihan bahwa qiradh itu boleh. Pertama bahwa ini 
sudah ada pada zaman jahiliyah, kemudian diakui oleh Islam. 
Mereka juga sepakat bahwa bentuk qiradh adalah apabila seeorang 
menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam usaha 
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perdagangan, pihak yang bekerja (diserahi uang itu) berhak memperoleh 
sebagian dari keuntungan harta itu. Yakni bagian yang telah disepakati 
sebelumnya oleh kedua belah pihak: sepertiga, seperempat, atau separuh
34
. 
Menurut Syakir Sula kata mudharabah di\ambil daripada perkataan 
“darb” usaha di atas bumi. Dikatakan demikian karena pengelola berhak 
untuk berbagi hasil atas tenaga dan usahanya. Selain berhak atas keuntungan, 
dia juga berhak untuk menggunakan modal dan berusaha menjalankannya 
dengan arah dan tujuan yang dikehendaki. Orang-orang Madinah menyebut 
kontrak ini dengan muqaradah, dimana perkataan ini diambil dari kata qard 
yang berarti “menyerahkan”. Dalam hal ini, pemilik modal akan  
menyerahkan  hak  atas  pengelolaan  modal  tersebut  kepada pengelola
35
. 
Jika terjadi kerugian maka pemilik modal merugi dari modalnya 
sedangkan pengelolanya akan merugi dari sisi tenaga kerja atau jasa yang 
dikeluarkan. Dengan demikian kita dapat ketahui bahwa pengertian kata 
qiradh dan mudharabah adalah sama. Bagi hasil adalah perjanjian atau ikatan 
bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut 
diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat 
antara kedua belah pihak atau lebih. 
Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam ekonomi Islam 
yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu 
bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosoal dalam memperoleh 
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kesempatan ekonomi. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dipandang 
sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjainya konflik 
kesenjangan antara is kaya dan si miskin di dalam kehidupan bermasyarakat. 
Secara teknis, konsep bagi hasil terselenggra melalui mekanisme 
penyertaan modal atas dasar profit and loss sharing, profit sharing atau 
reveneu sharing dari suatu proyek usah, dengan demikian pemilik modal 
merupakan partner usaha, bukan sebagai yang meminjamkan modal. Hal ini 
terwujud dalam bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan pihak kedua 
dalam melakukan unit-unit usaha atau kegiatan ekonomi dengan landasan 
saling membutuhkan. 
 
B. Dasar-Dasar Hukum dan Prinsip Bagi Hasil dalam Ekonomi Syariah 
1. Dasar Hukum Bagi Hasil dalam Ekonomi Syariah 
Sebagaimana telah diuraikan, bahwa sistem ekonomi Islam dalam 
aktivitasnya sangat menitikberatkan pada nilai-nilai yang terkandung 
dalam ajaran Islam. 
Oleh karena itu setiap pelaku ekonomi, baik individu, masyarakat 
maupun pemintah dalam aktivitasnya mengharuskan adanya kepatuhan 
terhadap peraturan atau norma-norma yang telah diatur dalam Islam, dapat 
dikemukakan disini beberapa sumber hukum ekonomi Islam yaitu Al-
Qur‟an, Sunnah dan Ijma‟. 
a. Al-Qur’an 
Al-Qur‟an sebagai sumber pokok ajaran Islam. Ajaran Islam 




didalamnya masalah ekonomi. Indikasi Al-Qur‟an sendiri adalah 
kalam Allah SWT yang diturunkan oleh-Nya dengan perantara 
malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad SAW dengan 
lapaz bahasa arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi hujjah 
bagi Rasul juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman 
umat manusia dan sebagai ibadah bila membacanya
36
. 
Karena itulah dalam ajaran Islam terdapat dasar-dasar atau 
prinsip prinsip yang berkenaan dengan hidup keduniaan, baik ia politik 
sosial maupun ekonomi. Dalam Islam kedudukan ekonomi sangat 
penting, kaena ekonomi merupakan faktor yang akan membawa 
seseorang kepada kesejahteraan. 
Oleh sebab itu tidak  mengherankan  jika didalam  Al-Qur‟an 
terdapat banyak sekali ayat-ayat yang berkenaan dengan persoalan 
ekonomi. 
Firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an, QS. Al-Muzzammil (73) 
: 20 
……….                  ……..     





Dalam ayat lain Allah SWT juga menjelaskan dalam Al-
Qur‟an surat Shaad (38) : 24 
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                                
                                   
                  
Artinya : “Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim 
kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk 
ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya 
kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian 
mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang 
saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui 
bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada 
Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. 
 
b. As-Sunnah 
Salah satu kehujjahan as-sunnah atau hadits adalah 




Artinya: “Dahulu di masa Rasulullah SAW, salah satu diantara kita 
mengambil onta kurus (nidhwun) temnanya (untuk dijual) dia 
memperoleh setengah dari keuntungannya dan kami memperoleh 




Ditinjau dari kehujjahannya dalam pembentukan hukum Islam, 
maka hubungan as-sunnah dengan Al-Qur‟an adalah sebagai 
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hubungan yang beriringan, atau sebagai urutan kedua setelah Al-
Qur‟an, yakni sebagai rujukan pada mujtahid dalam menentukan 
sumber hukum pokok dan yang pertama bagi pembentukan hukum 
Islam. Oleh sebab itu, jika didalam Al- Qur‟an tidak dijumpai, maka 
harus kembali kepada sunnah. Dan apabila didalam sunnah terdapat 




Ijma‟ adalah kesepakatan para imam mujtahid diantara umat 
Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat, terhadap 
hukum syara‟ tentang suatu masalah atau kejadian
40
. 
Maka dari itu, jika terjadi suatu kejadian yang dihadapkan 
kepada seluruh mujtahid pada waktu  itu, maka  kesepakatan mereka 
disebut hukum ijma‟ dianggap sebagai sumber hukum tentang 
persoalan tersebut. dari defenisi diatas hanya dikatakan setelah 
Rasulullah SAW wafat, karena ketika Rasululah masih hidup, hanya 
beliaulah tempat bertanya dan kembalinya syariah Islam. 
Berikut kehujjahan ijma‟ adalah firman Allah SWT Artinya:  
 
ٓ أُْولِي و ُسوِل َوإِلَى  وهُ إِلَى ٱلرَّ َن ٱۡۡلَۡمِن أَِو ٱۡلَخۡوِف أََذاُعوْا بِِهۦۖ َولَۡو َردُّ إَِذا َجآَءُهۡم أَۡمٞر مِّ ٱۡۡلَۡمِر َ
َن إَِلَّ َقلِيٗلا  ِمۡنُهۡم لََعلَِمُه ٱلَِّذيَن َيۡسَتۢنِبُطوَنُهۥ ِمۡنُهۡمۗۡ وَ 
ۡيَط  َبۡعُتُم ٱلشَّ ِ َعلَۡيُكۡم َوَرۡحَمُتُهۥ َلَتَّ لَۡوََل َفۡضُل ٱَّللَّ
٣٨ 
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Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang 
telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya 
Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah 
memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang 
banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengn 
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama 
lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya 





2. Rukun dan Syarat Mudarabah 
a. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudarib) harus cakap 
hukum.  
b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). 
c. Modal ialah sejumlah uang dan/ atau aset yang diberikan oleh penyedia 
dana kepada mudarib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut : 
1. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya 
2. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal 
diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada 
waktu akad. 
3. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada 
mudarib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan 
kesepakatan dalam akad. 
d. Keuntungan mudarabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan 
dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: 
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1. Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan 
hanya untuk satu pihak. 
2. Bagi keuntungan propesional bagi setiap pihak harus diketahui dan 
dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk 
presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan 
nisbah harus berdasarkan kesepakatan. 
3. Penyedia dana harus menanggung semua kerugian akibad dari 
mudarabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun 
kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau 
pelanggaran kesepakatan. 
e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudarib), sebagai perimbangan (muqabil) 
modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal 
berikut: 
1. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudarib, tanpa campur tangan 
penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan 
pengawasan. 
2. Penyedia dana tidak boleh mepersempit tindakan pengelola 
sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan 




3. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syarat Islam dalam 
tindakannya yang berhubungan dengan mudarabah, dan harus 




3. Prinsip-Prinsip Bagi Hasil dalam Ekonomi Syariah 
Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk 
kepentingan pribadi saja, melainkan juga harus ada hubungan atau 
keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan 
masyarakat, dengan demikian nantinya akan terwujud kesejahteraan 
yang adil. 
Untuk lebih rinci mengenai  prinsip-prinsip  bagi  hasil  dalam 
ekonomi Islam dapat diuraikan sebagai berikut: 
a. Prinsip Tauhid dan Persaudaraan 
Tauhid yang secara harfiyah berarti satu atau esa, dalam 
konteks ekonomi menganjurkan bagaimana berhubungan dengan 
orang lain dalam hubungannya dengan Tuhannya. Prinsip ini 
menyatakan bahwa di belakang praktek ekonomi yang didasarkan atas 
pertukaran, alokasi sumber daya, kepuasan dan keuntungan, dan 
ada satu keyakinan yang sangat fundamental, yakni keadilan dan 
sosial. Dalam Islam, untuk memahami hal ini berasal dari pemahaman 
dan pengalaman Al-Qur‟an. Dengan pola pikir demikian, prinsip 
tauhid dan persaudaraan terdapat azas kesamaan dan kerja sama. 
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Konsekuensinya terdapat dari prinsip tauhid dan persaudaraan adalah 
pengetian yang penting dalam ekonomi Islam, yaitu bahwa apapun 
yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah SWT, dan bahwa 
dia telah menjadikannya itu sama untuk keperluan manusia dan 
makhluk lainnya. Manusia telah diciptakan dan  diberi kepercayaan 
oleh Tuhan untuk menggunakan dan mendistribusikannya secara 
adil sumber daya-Nya di bumi
43
. 
b. Prinsip Kerja 
Prinsip ini menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari 
kerja yang telah dialkukan. Prinsip ini juga menentukan bahwa 
seseorang harus profesional dengan kategori pekerjaan yang 
dikerjakan. Yaitu harus ada perhitungan  misalnya “jam  orang kerja” 
dan harus pula kategori yang spesifik bagi setiap pekerja atau 
keahlian. Kemudian upah dari setiap spesifikasi itu harus pula 




c. Prinsip Distribusi dan Kekayaan 
Disini ditegaskan adanya hak masyarakat untuk 
mendistribusikan kekayaannya yang digunakan untuk tujuan retribusi 
dalam sebuah sistem ekonomi Islam adalah zakat, shadaqah, 
ghanimah. Hukum Islam tentang warisan mendorong untuk 
mendistribusikan kekayaan seseorang. Jadi retribusi pendapatan dan 
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kekayaan secara merata berlaku terhadap Negara dan dasar ketauhitan 
dan persaudaraan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan 
transformasi yang produktif dari pendapatan dan kekayaan nasional 
menjadi kesempatan kerja untuk mewujudkan kesejahteraan bagi 
warga Negara. 
d. Prinsip Keseimbangan 
 
Keseimbangan merupakan nilai dasar yang bisa berpengaruh 
terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam misalnya 
kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan. Konsep 
keseimbangan ini tidak hanya perbandingan perbaikan hasil usaha 
yang diarahkan untuk dan akhirat saja, akan tetapi juga berkaitan 
dengan umum yang harus dipelihara dan keseimbangan antara hak 
dan kewajiban
45
. Dan Allah SWT juga tidak suka kepada ummat-
Nya yang berlebihan, hal ini terlampir dalam Al-Qur‟an surat Al-
A‟raf (7) : 31 
                          
         
 
Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap 
(memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah 
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C. Macam-Macam Bagi Hasil dalam Ekonomi Syariah 
Adapun  macam-macam  bagi  hasil  dalam  ekonomi  Islam  dapat 
dilakukan dengan akad sebagai berikut: 
1. Musyarakah 
Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau 
lebih untuk suatu usaha tertentu, diamana masing-masing pihak 
memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan 
resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan
47
. 
Musyarakah ada dua bentuk yaitu musyarakah pemilik dan 
musyarakah akad (kontrak), musyarakah kepemilikan tercipta karena 
warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilik satu aset 
atau dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang 
atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata berbagi pula dari keuntungan 
yang dihasilkan oleh usaha tertentu. Adapun musyarakah akad tercipta 
dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih, setuju bahwa setiap 
orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan mereka pun   




Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa‟ (4) : 12 
 …         ….  
Artinya: “ Maka mereka berserikat pada sepertiga”. 
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ل ر سول هللا صل هللا علیھ و سلم, قال هللا  نع ابى هریرة رضیى هللا عنھ قال: قا
( دود روها اوب  تعال: اناثلاث اشلركیین ملام یخن احدهما صابحھ (
Artinya: “dari abu Hurairah, rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya  
Allah Azza wa  jalla berfirman, aku pihak ketiga dari dua 
orang yang berserikat selama salah satunya tidak 




Menurut Sayyid Sabiq, syikah ada empat macam yaitu: 
a. Syirkah „Inan  
Syirkah „Inan adalah kerja sama antara dua orang atau lebih 
dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara 
membegi untung rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing. 
b. Syirkah Mufawadhah 
Syirkah Mufawidhah adalah kerja sama antara dua orang atau 
lebih untuk melakukan usaha dengan syarat: modalnya harus sama 
banyak, mempunyai wewenang untuk bertindak yang ada kaitannya 
dengan hukum, satu agama, dan amsing-masing anggota mempunyai 
hak dan tanggung jawab. 
c. Syirkah Abdan 
Syirkah Abdan yaitu kerja sama anatara dua orang atau lebih 
untuk melakukan suatu pekerjaan secara bersama dan berbagi 
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d. Syirkah wujuh 
Syirkah Wujuh yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih 
untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan 




Mudharabah  berasal  dari  kata  dharb,  artinya  memukul  atau 
berjalan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muzzammil (73) :20 
…..                    ….. 





Pengertian memukul dan berjalan ini adalah suatu proses 
memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha
52
. Mudharabaharti 
asalnya “berjalan di atas bumi untuk berniaga” atau yang disebut juga 
qiradh yang arti asalnya saling menguntungkan. Mudharabah 
mengandung arti: “kerja sama dua pihak yang satu diantaranya 
menyerahkan uang kepada pihak lain utnuk diperdagangkan, sedangkan 
keuntungannya dibagi di antaranya menurut kesepakatan”. 
Dari pengertian sederhana di atas tersebut dapat dipahami bahwa 
kerja sama ini adalah antara modal di satu pihak dan tenaga di pihak lain. 
Pekerja dalam hal ini bukan orang upahan tetapi adalah mitra kerja akrena 
yang  diterimanya  bukan  jumlah  tertentu  dan  pasti  sebagaiman  yang 
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Adapun hikmah dibolehkannya muamalah dalam bentuk 
mudharabah  adalah  memberikan  kemudahan  bagi  pergaulan  manusia 
dalam kehidupan dan keuntungan timbal balik tanpa ada pihak yang 
dirugikan. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang yang punya modal 
dan tidak pandai berniaga, sedangkan di pihak lain ditemukan orang yang 
mampu berniaga tetapi tidak memiliki modal. Dengan cara ini kedua 
belah pihak mendapatkan keuntungan secara timbal balik. 
Hakikat dari muamalah dalam mudharabah itu adalah bahwa dari 
segi  modal  yang diserahkan  itu  adalah  tiitipan  yang harus  dijaga  
oleh pengusaha. Dari segi kerja, pengusaha berkedudukan sebagai wakil 
dari pemilik modal, maka berlaku padanya ketentuan tentang perwakilan, 
sedangkan dari segi keuntungan yang diperoleh, ia adalah harta serikat 
antara pemilik modal dengan pengusaha
54
. 
Jenis mudharabah terbagi dua, yaitu: 
a. Mudharabah Muthlaqah 
Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara 
shahibul maal dan mudharib yang cakupannya luas dan tidak diabatasi 
oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. 
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b. Mudharabah Muqayyadah 
Mudharabah Muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara 
shahibul maal dan mudharib yang cakupannya dibatasi dengan batasan 
jenis usaha, waktu, atau tempat usaha
55
. 
Rukun mudharabah akan terpenuhi sempurna apabila: 
a. Ada shahibul maal (pemilik modal) 
b. Ada mudharib (pengelola) 
c. Ada usaha yang akan dibagi hasilkan  
d. Ada nisbah (keuntungan) 
e. Dan ijab qabul56. 
Dalam kerja sama mudharabah terdapat empat yang setiap unsur 
tersebut harus memenuhi syarat untuk sahnya suatu akad mudharabah: 
a. Pemilik modal yang disebut juga rabbul maal dan pengusaha atau 
disebut  juga yang menjalankan mudharabah atau mudharib sebagai 
pihak yang melakukan kerja sama. Keduanya harus memenuhi 
persyaratan untuk melangsungkan perjanjian, yaitu telah dewasa, 
sehat akal dan bertindak  dengan kesadaran dan pilihan  sendiri,  tanpa 
paksaan,  sedangkan  pengusaha  cakap  dan  mampu  bekerja  sesuai 
dengan bidangnya. 
b. Yang merupakan objek kerja sama yaitu modal. Syaratnya harus 
dalam bentuk uang atau barang yang ditaksir dengan uang. Jelas 
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jumlahnya, milik sempurna dari pemilik modal dan dapat diserahkan 
pada waktu berlangsung akad. 
c. Keuntungan atau laba. Keuntungan dibagi sesuai dengan syarat 
disepakati  bersama dan ditentukan dalam kadar persentase, bukan 
dalam angka mutlak  yang diketahui secara pasti. Alasannya ialah 
bahwa yangm akan diterima  oleh  pekerja atau pemilik modal  bukan 
dalam sesuatu yang pasti
57
. 
Dalam akad mudharabah, mudharib menjadi pengawas utnuk 
modal yang dipercayakan kepadanya. Mudharib harus menggunakan dana 
dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada 
rabb al- maal dan bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. 
Berikut beberapa segi-segi penting antara mudharib dan rabb al- 
maal yang juga menjadi syarat dalam transaksi mudharabah: 
a. Pembagian keuntungan diantara dua pihak tentu saja harus secara 
profesional dan tidak dapat memberikan keuntungan  sekaligus  
atau yang pasti kepada rabb al-maal (pemilik modal). 
b. Rabb al-maal tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian di 
luar modal yang telah diberikan. 
c. Mudharib (mitra kerja/pengelola) tidak turut menanggung kerugian 
kecuali kerugian waktu dan tenaga. 
Mudharabah merupakan kerja sama antara dua belah pihak. Jadi, 
bila shahibul maal memberikan dananya, maka mudharib 
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mengkontribusikan kerja dan keahlian. Kontribusi mudharib dapat 
berbentuk tugas manajerial, marketing, enterpreneurship secara umum
58
. 
Apabila mudharabah tersebut telah memenuhi rukun dan syarat, 
maka hukum-hukumnya adalah sebagai berikut: 
a. Modal ditangan pekerja adalah berstatus amanah dans ekuruh 
tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual beli. 
Apabila terdapat keuntungan maka status pekerja berubah menjadi 
serikat dagang yang  memiliki  pembagian  dari  keuntungan  dagang 
tersebut. 
b. Apabila akad itu berbentuk  mudharabah  muthlaqah,  maka  pekerja 
bebas mengelola  modal  tersebut  dengan  jenis  barang  apa  saja,  di 
daerah mana saja, dengan siapa saja, asal saja apa yang dilakukan itu 
diperkirakan akan mendapatkan keuntungan. Tetapi  pekerja  tidak 
boleh mengutangkan modal tersebut kepada orang lain dan tidak 
boleh pula mengadakan mudharabah dengan pihak lain dari modal 
yang diterima itu. 
c. Pekerja  dalam  akad  mudharabah  berhak  mendapatkan  keuntungan 
sesuai dengan kesepakatan bersama. 
d. Jika kerja sama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik 
modal mendapatkan keutnungan dan modalnya juga kembali. Tetapi  
jika tidak mendapatkan keuntungan, maka pemilik modal tidak 
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mendapatkan apa-apa. Sama saja halnya dengan pekerja tidak 
mendapat apa-apa walaupun telah memeras otak dan tenaga
59
. 
Untuk mengatur kontribusi mudharabah, para ulama lebih lanjut 
membuat ketentuan sebagai berikut: 
a. Pengelola adalah hak eksekutif mudharib, dan shahibul maal tidak 
boleh ikut campur operasional teknis usaha yang dikelolanya. Namun, 
mazhab Hambali mengijinkan partisipasi penyediaan dana pekerjaan 
itu. 
b. Pengelola dana tidak boleh membatasi tindakan pengelola sedemikian 
rupa yang dapat menggunakan upaya mencapai tujuan mudharabah, 
yaitu keuntungan. 
c. Pengelola tidak boleh menyalahi Hukum Syariah Islam dalam 
tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus 
memenuhi kebiasaan yang berlaku pada aktivitas tersebut. 
d. Pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh 
penyedia dana jika syarat-syarat itu tidak bertolak belakang dengan isi 
kontrak mudharabah. 
Hal ini yang diatur dalam konsep mudharabah adalah pembagian 
keuntungan dan pertanggung jawaban kerugian: 
a. Kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian 
akan dibagi ke dalam bagian yang diinvestasikan dan akan ditanggung 
oleh para pemilik modal tersebut. hal ini menunjukkan bahwa tidak 
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seorang pun dari penyedia modal yang dapat menghindari tanggung 
jawabnya terhadap kerugian pada seluruh bagian modalnya. Dan bagi 
pihak yang menannamkan modalnya, tidak akan bertanggung jawab 
terhadap kerugian apapun. 
b. Keuntungan akan dibagi diantara para mitra usaha dengan bagian 
yang telah ditentukan oleh mereka. Pembagian keuntungna tersebut 
bagi setiap mitra harus ditentukan sesuai bagian tertentu atau 
persentase. Tidak ada jumlah pasti yang dapat ditentukan bagi pihak 
manapun. 
c. Dalam kerugian usaha yang berlangsung terus, akan menjadi baik 
melalui keuntungan sampai usaha tersebut menjadi seimbang dan 
akhirnya  jumlah  nilainya  dapat  ditentukan.  Pada  saat  penentuan 
nilai tersebut, modal awal disisihkan terlebih dahulu. Setelah itu 
jumlah yang tersisa akan di anggap keuntungan atau kerugian. 
d. Pihak-pihak  yang  berhak  atas  pembagian  usaha  boleh  meminta 
bagian mereka hanya jika penanam modal awal telah memperoleh 
kembali investasi mereka. Juga apabila sebagai pemilik modal yang 
sebenarnya atau suatu transfer yang sah sebagai hadiah mereka
60
. 
Akad mudharabah dinyatakan batal (berakhir), apabila: 
a. Masing-masing  pihak  menyatakan  bahwa  akad  itu  batal,  atau 
pekerja   dilaramg   bertindak   untuk   menjalankan   modal   yang 
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diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya. Dan kurang etis 
apabila pembatalan itu datangnya dari sepihak. 
b. Salah  seorang  yang  berakad  meninggal  dunia.  Menurut  Jumhur 
ulama jika pemilik  modal  meninggal  dunia,  maka akad  tersebut 
batal, karena akad mudharabah sama dnegan akad wakalah 
(perwakilan) yang gugur disebabkan wafat orang yang mewakilkan. 
Disamping akad mudharabah tidak dapat diwariskan (jumhur ulama).  
Namun,  mazhab  ulama  Malik  berpendapat,  bahwa  jika salah 
seorang yang berakad meninggal dunia, maka akadnya tidak batal 
dan dilanjutkan oleh ahli warisnya, karena menurut mereka akad 
mudharabah dapat diwariskan. Pada umumnya dalam masyarakat pada 
saaat ini, pendapat mazhab Malik dipergunakan orang. 
c. Salah seorang yang berakad gila, karena orang gila tidak dapat 
bertindak atas nama hukum. 
d. Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam). Menurut Imam 
Abu Hanifah, akad mudharabah menjadi batal, karena kemurtadan itu. 
Berdasarkan pendapat ini berarti tidak dibenarkan menagdakan akad 
mudharabah dengan non-muslim. 
e. Modal telah habis terlebih dahulu, sebab dikelola oleh pekerja 
(pelaksana). Misalnya setelah dibuat perjanjian akad, modal tidak jadi  
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Dengan sistem mudharabah ini, masing-masing pihak mempunyai 
hak  yang ditetapkan bersama, sehingga kemungkinan terjadi pelanggaran 
amat kecil. Adapun hak-hak tersebut adalah: 
a. Hak pekerja 
1) Seorang pekerja mendapat keuntungan sesuai dengan 
keterampilannya. 
2) Modal yang digunakan adalah sebagai amanah yang wajib 
dijaga, sekiranya terjadi kerugian, maka tidak ada ganti rugi dan 
tuntutan. 
3) Kedudukan pekerja adalah sebagai  agen, yang dapat menggunakan 
modal atas persetujuan pemilik modal. Tetapi dia berhak membeli 
dan menjual barang tersebut. 
4) Apabila ada keuntungan, maka dia berhak mendapat imbalan 
atas usaha dan tenaganya, sekiranya usaha itu rugi, dia ebrhak 
emndapatkan upah. 
5) Apabila pekerja itu tidak bertugas di daerahnya sndiri, seprti di 
kota lain yang jauh, maka dia pun berhak mendapatkan uang 
makan dan sebagainya. 
b. Hak pemilik modal 
1) Keuntungan dibagi di hadapan pemilik modal dan pekerja pada 









Muzara‟ah berasal dari kata zara‟a yang ebrarti menyamai, 
menanam, menaburkan benih. Surat yang berkaitan dengan kata tesebut 
adalah surat Al-An‟am (6) : 141 
                                
                                
                     
Artinya: “dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung 
dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang 
bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa 
(bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah 
dari buahnya (yang bermacam-macam  itu)  bila  Dia  berbuah,  
dan  tunaikanlah haknya  di  hari  memetik  hasilnya  (dengan  
disedekahkan  kepada fakir miskin); dan janganlah kamu 
berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang 
yang berlebih-lebihan. 
 
Sehingga muzara‟ah diartikan dengan kerja sama pengelolaan 
antara pemilik lahan dengan penggarap   dimana pemilik lahan 
memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan 
dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen
63
. 
Rukun dan syarat muzara‟ah: 
Jumhur ulama yang membolehkan akad muzara‟ah mengemukakan 
rukun yang ahrus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah: 
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a. Pemilik lahan 
b. Petani penggarap 
c. Objek muzara‟ah  yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja 
pengelola 
d. Ijab dan kabul.64 
4. Musaqah 
Musaqah ialah akad antara pemilik dan pekerja untuk 




Para ulama fikih mendefinisikan, musaqah adalah akad penyerahan 
kebun (pohon-pohon) kepada petani untuk digarap dengan ketentuan, 
bahwa buah-buahan (hasilnya) dimiliki berdua (pemilik dan petani). Dasar 
hukum musaqah, ulama fikih sepakat bahwa yang diakadkan dalam 
musaqah adalah tanaman yang usianya minimal satu tahun. Juga 
disyratkan bahwa jenis tanaman itu adalah tanaman keras.  
Rukun dan syarat musaqah: 
Ulama fikih berbeda pendapat tentang rukun dan syarat musaqah. 
Jumhur ulama (Mazhab Malik, Syafi‟i, dan Hambali) menyatakan bahwa 
rukun musaqah ada lima: 
a. Ada dua orang pihak yang mengadakan akad (transaksi) 
b. Ada lahan yang diajdikan objek dalam perjanjian. 
c. Bentuk atau ejnis usaha yang akan dilakukan 
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d. Ada ketentuan bagian masing-masing dari hasil kerja sama itu.  
e. Ada perjanjian, baik tertulis maupun lisan (sighat).66 
 
D. Pendapat Ulama Tentang Bagi Hasil 
Jumhur ulama berpendapat bahwa kebolehan bagi hasil. Menurut 
pendapat mereka, bagi hasil ini dikecualikan olh as-sunnah dari larangan 
menjual sesuatu yang belum terjadi, dan dari sewa menyewa yang tidak jelas. 
Hukum sahnya bagi hasil menurut Imam Malik, bahwa akad bagi hasil 
itu merupakan akad yang mengikat (lazim) dengan kata-kata, bukan dengan 
perbautan. Tidak demikian halnya dengan qiradh yang baru bisa terjadi  
(terwujud)  dengan  adanya perbuatan  (pekerjaan),  bukan  dengan kata-kata. 
Imam Malik juga berpendapat bahwa akad bagi ahsil merupakan akad 
yang dapat mendatangkan orang yang bisa dipercaya untuk bekerja, mana 
kala  ahli  waris  (dari  orang  yang menagdakan  akad)  tidak  dapat 




Imam Syafi‟i berkata: apabila seseorang menyerahkan harta kepada 
orang lain sebagai modal usaha mudharabah (bagi hasil), namun pemilik 
modal tidak memerintahkan pengelola untuk mengutangkan hartanya dan 
tidak pula melarangnya, kemudian pengelola mengutangkannya dalam suatu 
penjualan atau pembelian, maka semuanya adalah sama dimana pengelola 
haus emngganti rugi, kecuali bila pemilik modal merestuinya atau 
ditemukan bukti bahwa pemilik modal mengijinkan pengelola untuk 
melakukan hal tersebut.  
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Jika seseorang memegang harta sebagai modal usaha mudharabah 
(bagi hasil), lalu ia menggunakan harta dalam transaksi tidak tunai dan pemilik 
harta tidak memerintahkan dan tidak  pula melarangnya (yakni dengan 
perkataannya), maka jika terjadi sesuatu pada harta itu, pihak pengelola harus 
mengganti rugi kepada si pemilik modal.  
Adapun  Abu  Hanifah  r.a  berpendapat  bahwa  pengelola  modal 
dalam usaha mudharabah tidak perlu mengganti rugi. Apa saja yang ia 
pinjamkan adalah sesuatu yang diperbolehkan.  
Pendapat ini menjadi pandangan Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu abu 
Laila berpendapat bahwa pengelola modal harus mengganti rugi kecuali ia 
dapat mengajukan bukti bahwa pemilik harta telah mempekenankannya 
melakukan transaksi tidak tunai. Tapi bila pengelola memberikan modal 
kepada orang lain sebagai hutang, maka ia harus mengganti rugi menurut 




Ibnu Munzir berkata, “para ulama sepakat bahwa pekerja harus 
mensyaratkan kepada pemilik modal bahwa ia mendapatkan sepertiga atau 
setengah dari laba, atau  berdasarkan kesepakatan keduanya setelah hal 
tersebut diketahui bagian-bagiannya. Seandainya ditetapkan untuknya semua 
laba, sejumlah dirham yang telah diketahui sebelumnya atau bagian yang 
tidak diketahui, maka kongsi ini tidak  sah
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Berdasarkan dari analisis dan pembahasan hasil penelitian di atas, 
maka penulis berkesimpulan, sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Angkutan Umum  PT. Dolok 
Sordang Putra Travel Pekanbaru terdiri dari dua perhitunga yaitu : 
pembagaian hasil perusahaan dan pemilik mobil 60:40, dan perusahaan 
dan supir yaitu 20:80, dan jika pemilik mobil merangkap sebagai supir 
akan ada tambahann diluar itu. Namun , dari hasil penelitian didapat 
bahwa masih ada beberapa pembagaian keuntungan yang belum 
dijalankan semestinya sesuai akad yang ada, seperti masih ada 
keterlambatan dalam pembayaran, adanya beberapa potongan, dan masih 
kurang transparan dalam perhitungan.  
2. Pandangan ekonomi syariah tentang pelaksanaan sistem bagi hasil usaha 
angkutan umum PT. Dolok Sordang Putra, didapat beberepa temuan 
bahwa system bagi hasil diawal sudah sesuai dengan ekonomi syariah, 
tetapi pada ahkirnya tidak sesuai ekonomi syariah seperti: keterlembatan 
pembayaran, potongan-potongan dan tambahan pembayaran namun dari 
segi tolong menolong, dapat memeuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan 






B. Saran  
1. Kepada para pengusaha agar lebih giat lagi dalam memeperluas 
pengetahuan pembagian hasil dan meningkatkan perekonomian yang lebih 
baik kepada masyarakat.  
2. Kepada pemerintah pekanbaru agar memebri perhatian yang lebih 
terhadap kegiatan perekonomian masyarakat khususnya usaha angkutan 
umum yang bergerak dibidang jasa karena usaha tersebut dapat 
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